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PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10 TAHUN 2016 

TENTANG 

PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala 

Perpustakaan Nasional tentang Pedoman Nomenklatur Dinas 

Perpustakaan Daerah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-

Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418); 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang 

Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang 

Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam 

Film Ceritera atau Film Dokumenter (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5531); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, 

dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 

Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 322); 

9. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 

2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan 

Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala 

Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional 

Nomor 3 Tahun 2001tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Perpustakaan Nasional; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG 

PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH. 

 

BAB I 

UMUM 

 

Pasal 1 

(1) Urusan perpustakaan merupakan urusan pemerintahan wajib 

yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. 

(2) Urusan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib diselenggarakan oleh semua daerah provinsi dan 

kabupaten/kota. 

(3) Urusan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diwadahi dalam bentuk dinas perpustakaan daerah provinsi 

dan kabupaten/kota. 

 

BAB II 

TIPELOGI DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH 

 

Pasal 2 

(1) Dinas perpustakaan daerah provinsi dan kabupaten/ kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) diklasifikasikan 

dalam 3 (tiga) tipe. 

(2) Tipe dinas perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a. dinas tipe A untuk mewadahi pelaksanaan urusan 

perpustakaan dengan beban kerja yang besar; 

b. dinas tipe B untuk mewadahi pelaksanaan urusan 

perpustakaan dengan beban kerja yang sedang; dan 

c. dinas tipe C untuk mewadahi pelaksanaan urusan 

perpustakaan dengan beban kerja yang kecil. 

 

Pasal 3 

(1) Tipelogi dinas perpustakaan daerah provinsi dan 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel 

sebagai berikut: 

a. dinas tipe A apabila hasil perhitungan nilai 
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variabel lebih dari 800 (delapan ratus); 

b. dinas tipe B apabila hasil perhitungan nilai 

variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 

(delapan ratus); dan 

c. dinas tipe C apabila hasil perhitungan nilai 

variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 

(enam ratus). 

(2) Dalam hal perhitungan nilai variabel urusan perpustakaan 

bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kurang dari 400 

(empat ratus)berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. menjadi bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel 

lebih dari 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat 

ratus); dan 

b. menjadi subbidang atau seksi pada bidang apabila hasil 

perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 

300 (tiga ratus). 

(3) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) urusan 

perpustakaan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas 

perpustakaan daerah provinsi dan kabupaten/ kota sendiri, 

urusan perpustakaan tersebut digabung dengan dinas lain 

dalam 1 (satu) rumpun yaitu urusan kearsipan. 

(4) Tipelogi dinas hasil penggabungan urusan pemerintahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dinaikkan 1 (satu) 

tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang 

apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari urusan 

pemerintahan yang digabungkan. 

(5) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat urusan 

pemerintahan yang 1 (satu) rumpun sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas, 

urusan pemerintahan tersebut dapat digabung menjadi 1 

(satu) dinas tipe C sepanjang paling sedikit memperoleh 2 

(dua) bidang. 

(6) Nomenklatur dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

mencerminkan urusan pemerintahan yang digabung. 

(7) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat urusan 

pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas 
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atau bidang, urusan perpustakaan dilaksanakan oleh 

sekretariat daerah dengan menambah 1 (satu) subbagian pada 

unit kerja yang mengoordinasikan urusan pemerintahan yang 

terkait dengan fungsi tersebut. 

 

Pasal 4 

(1) Dalam hal kemampuan keuangan daerah atau 

ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh daerah masih 

terbatas, tipe dinas perpustakaan daerah provinsi dan 

kabupaten/kota dapat diturunkan dari hasil pemetaan. 

(2) Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang 

dimiliki oleh pemerintah daerah, dinas perpustakaan 

daerah tipe C dengan hasil perhitungan nilai variabel 400 

(empat ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) sebelum 

dikalikan dengan faktor kesulitan geografis dapat 

digabung dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. dinas perpustakaan tipe C dapat digabung dengan 

dinas tipe C menjadi 1 (satu) dinas tipe B; 

b. dinas perpustakaan tipe C dapat digabung dengan 

dinas tipe B menjadi dinas tipe A; atau 

c. dinas perpustakaan tipe C digabung dengan dinas 

tipe A menjadi dinas tipe A dengan 5 (lima) bidang. 

(3) Penggabungan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilakukan dengan urusan pemerintahan dalam 1 

(satu) rumpun yaitu dengan urusan kearsipan. 

(4)  Nomenklatur dinas hasil penggabungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 

nomenklatur yang mencerminkan urusan pemerintahan 

yang digabung. 
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